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Abstrak
 

Pajak air tanah merupakan jenis pajak daerah kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala

daerah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah, dimana penetapan nilai perolehan

air tanah merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Peraturan mengenai pengelolaan air tanah

bersinggungan dengan tata cara pemungutan pajak air tanah. Kebijakan mengenai pajak air tanah melibatkan

banyak kepentingan dari berbagai tingkat pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

implementasi kebijakan pajak air tanah di Kota Bekasi. Peneliti memakai konsep implementasi kebijakan

Grindlle untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Penelitian

ini menggunakan pendekatan post postitivis dan metode pengumpulan data dengan studi literatur dan

wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa impelementasi kebijakan

pajak air tanah di Kota Bekasi masih lemah dari sisi substansi kebijakan, dimana terdapat tax gap dalam

pemungutan pajak air tanah yang disebabkan oleh ketidakpastian hukum dalam tata cara pemungutan pajak

air tanah. Kepentingan pemerintah provinsi dalam mengatur nilai perolehan air tanah menimbulkan

implikasi disharmonisasi peraturan dalam pemungutan pajak air tanah. Ketentuan mengenai persetujuan

penetapan nilai perolehan air tanah dengan persyaratan berlakunya izin pemanfaatan air tanah sebagai dasar

penerbitan surat ketetapan pajak air tanah menjadi kelemahan dari official assessment system dalam

pemungutan pajak air tanah. Pemerintah provinsi perlu menyerahkan kewenangan penuh pemungutan pajak

air tanah kepada pemerintah kota. Pemerintah pusat perlu mengatur harmonisasi peraturan dalam kebijakan

pajak air tanah yang melibatkan kepentingan yang bersinggungan sehingga menciptakan kepastian hukum

dalam pemungutan pajak air tanah.

......A groundwater tax is a local tax that is assessed by the head of the municipality or regency. The basis for

the imposition of groundwater tax is groundwater acquisition value, and the authority for determining the

groundwater acquisition is from the provincial government. Groundwater tax policy involves many interests

at various levels of government. This study aims to analyze the implementation of the groundwater tax

policy in Bekasi municipality. The researcher uses implementation policy theory by Grindlle to see how the

success of a policy is analyzed by the content of the policy and the context of implementation. This research

uses post-positivist approaches and data collection methods through studies of literature and in-depth

interviews with the informants. The result of the study shows that the implementation of groundwater tax

policy in Bekasi City is still weak in substance. There is uncertainty in tax collection procedures, which

causes a tax gap in groundwater tax collection.  Provincial government interests are affected in arranging

groundwater acquisition, which raises implications for disharmony in groundwater tax procedures. Provision

about the need for an agreement to determine groundwater acquisition with conditional validity permission

for groundwater utilization as a base publishing letter decree for groundwater tax collection become

weaknesses in the official assessment system for groundwater tax collection. This study recommends that

the provincial government give the municipal government the power to fully collect groundwater taxes. It is
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necessary for the central government to set formulation for the collection of groundwater tax involving two

intersecting authorities so that there is certainty in the collection of groundwater tax.


